PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Nomor 30 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8 Seri B), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri C), dipungut
retribusi atas izin usaha perikanan;

. bahwa dilihat dari potensi uéaha_ perikanan yang ada di

Sumatera Selatan khususnya bagi masyarakat nelayan kecil
penerimaan daerah dari sektor retribusi izin u§_§ha-- perikanan
relatif sangat kecil dan bukanlah merupakan potensi penerimaan
yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah; '

. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan,

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan
suratnya tanggal 16 November 2009 B.636/Men-KP/X1/2009
menghimbau kepada para Gubernur seluruh Indonesia untuk
menghapuskan pungutan dan retribusi yang terkait dengan
kegiatan usaha nelayan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 30
Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 ;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1859 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1883 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun
2001 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun
2001 Nomor 6 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 9 Seri C) ;

10.Peratyran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2  Seri
D).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS| SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN. '

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 30 Tahun 2001 tentang lzin Usaha Perikanan
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri B) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri C) diubah lagi
sebagai berikut :

1.

BAB Il, Nama, Objek dan Subjek Pungutan, Pasal 2, Pasal 3
dan Pasal 4 dihapus.

BAB V, Besarnya Retribusi, Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3) dihapus.
BAB VI, Pembagian Hasil Retribusi Pasal 10 dihapus.

Bab IV Pasal 15, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik -
Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di
lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
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a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

., h. mendatangkan orang ahli yang diperiukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang Nomor & Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

......

5.BAB XI Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut :

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA
.Pasal 16

Setiap orang atau badan yang tidak melakukan kewajibannya
sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 12 ayat (3) dan ayat
(4) dan Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atay denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah)
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Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

.~ dto
l‘lhw

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto
MUSYRIF SUWARDI

fa LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
ot TAHUN 2010 NOMOR 1..SERIC




